PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
TENTANG 
KOMITE SEKOLAH
1. LATAR BELAKANG.
Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada jalur pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Komite sekolah dapat juga diartikan suatu badan atau lembaga nonprofit dan nonpolitis, dibentuk berdasarkan musyawarah yang demokratis oleh para stakeholder pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan.

Komite sekolah terdiri dari unsur masyarakat yang dapat berasal dari perwakilan orang tua/wali murid berdasarkan jenjang kelas yang dipilih secara demokratis, tokoh masyarakat, anggota masyarakat yang mempunyai perhatian untuk meningkatkan mutu pendidikan, tokoh pendidikan, dunia usaha/industri, organisasi profesi. Komite sekolah berkedudukan pada satuan pendidikan sekolah, pada seluruh jenjang pendidikan, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah, baik negeri maupun swasta. Komite sekolah yang berkedudukan di setiap satuan pendidikan, merupakan badan mandiri yang tidak memiliki hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintah. Komite sekolah dapat terdiri dari satuan pendidikan atau berupa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang, tetapi pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lain.
Pembentukan komite sekolah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Dilakukan secara transparan adalah bahwa komite sekolah harus dibentuk secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas mulai dari tahap pembentukan panitia, kriteria calon anggota, proses seleksi calon anggota, pengumuman calon anggota, proses pemilihan, dan penyampaian hasil pemilihan. Dilakukan secara akuntabel adalah bahwa dalam proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah mufakat. Struktur kepengurusan komite sekolah ditetapkan berdasarkan AD/ART yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang ketua, sekertaris dan bendahara. Apabila dipandang perlu, kepengurusan dapat dilengkapi dengan bidang-bidang tertentu sesuai kebutuhan yang ada.

Peran komite sekolah memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, mendukung penyelenggaraan pendidikan, mengontrol dan mediator antara pemerintah dengan masyarakat. Di samping itu juga berfungsi mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap pendidikan berkualitas, melakukan kerjasama dengan masyarakat, menampung dan menganalisa aspirasi, memberi masukan, mendorong orang tua murid dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana dari masyarakat dan melakukan evaluasi.

Maka dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, orang tua dan masyarakat mempunyai potensi yang signifikan dalam berperan aktif. Antara lain orang tua turut belajar kaitannya dengan birokrasi kependidikan skala kecil dalam satuan pendidikan (sekolah), mendorong aktif kegiatan di sekolah, menciptakan situasi keakraban yaitu dengan diskusi di rumah, dan juga orang tua perlu mengetahui perkembangan anaknya di sekolah serta turut serta dalam pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar mengajar. Pentingnya pengaturan terkait dengan Komite Sekolah ini tentunya untuk menjamin pengaturan yang terdapat dalam Permendikbud Nomor 75 tahun 2016 dapat diterapkan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. 
Setidaknya, ada tiga poin penting yang perlu dicermati dalam Permendikbud ini. Pertama,adanya larangan bagi Komite Sekolah untuk melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya. Pungutan merupakan penarikan uang kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan. Ada kesan selama ini bahwa sepanjang pungutan sudah mendapat persetujuan dari Komite Sekolah, maka pungutan tersebut tidak dianggap sebagai "pungutan", namun "sumbangan" dari peserta didik/orang tua siswa. Padahal jelas, dalam praktiknya, peserta didik diwajibkan untuk mengumpulkan pungutan tersebut kepada Komite. Di samping itu, jangka waktu dan nilainya juga sudah ditentukan. Pungutan dalam praktiknya bermacam, misal infaq yang bersifat wajib, iuran komite, iuran peringatan hari besar keagamaan, uang paguyuban, dan sebagainya. Permendikbud 75/2016, kemudian melarang Komite Sekolah untuk melakukan pungutan.

Tanggung jawab untuk memajukan mutu layanan pendidikan, memang tidak bisa semuanya dibebankan kepada pemerintah. Sumber pendanaan pendidikan tidak melulu tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah, namun sumber pendanaan pendidikan bisa berasal dari partisipasi masyarakat. Pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Tentunya pendanaan pendidikan yang berasal dari masyarakat tersebut juga harus mengedepankan prinsip keadilan, yakni prinsip yang menghendaki bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, yang harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Di sisi lain, sekolah tidak bisa sepenuhnya berharap dari Bantuan Operasional Sekolah. Keterlambatan pencairan dana BOS, menjadi kendala tersendiri bagi sekolah untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Belum lagi soal keterbatasan penggunaan dana BOS yang belum bisa mencover seluruh kegiatan sekolah seperti peringatan hari besar keagamaan, kurangnya dana BOS untuk membayar guru honor, pembuatan toilet untuk siswa dan lain sebagainya. Di sisi lain, anggaran dana BOS persiswa, dinilai masih belum ideal untuk memenuhi pengeluaran sekolah. Oleh karena itu, harus ada campur tangan dari berbagai pihak untuk memajukan pendidikan, termasuk orang tua siswa, melalui peran Komite Sekolah. Permendikbud 75 Tahun 2016 menyebutkan tugas komite sekolah, salah satunya adalah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya dalam rangka memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. Namun penggalangan dana dan sumber daya pendidikan tersebut harus dalam bentuk bantuan atau sumbangan, bukan pungutan. Bantuan atau sumbangan tersebut juga tidak boleh berasal dari perusahaan rokok, perusahaan minuman beralkohol serta dari partai politik.

Kedua,adanya larangan bagi komite sekolah untuk menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di sekolah. Praktik ini masih ditemukan, khususnya di Sekolah Dasar. Komite sekolah bekerjasama dengan penerbit untuk menjual buku di sekolah. Dengan adanya ketentuan ini, maka cara komite sekolah untuk mendapatkan sumber pendanaan pendidikan, tidak dibenarkan.      

Ketiga,unsur anggota komite sekolah tidak boleh berasal dariPendidik dan Tenaga Kependidikan dari sekolah yang bersangkutan, penyelenggara sekolah yang bersangkutan, pemerintah desa, forum koordinasi pimpinan kecamatan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan. Jamak ditemui, struktur kepengurusan Komite Sekolah banyak diisi oleh Tenaga Pendidik dari sekolah bersangkutan, bahkan jabatan yang dipegang adalah sebagai Bendahara Komite. Di samping itu, kepengurusan komite sekolah juga diisi para politisi.Jika komite sekolah diisi oleh guru yang mengajar di sekolah, maka bisa dipastikan, komite sekolah tidak mandiri. Oleh karena itu, penting untuk menata lagi komposisi komite sekolah, sehingga komite sekolah dapat menjalankan perannya mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah.

Peran komite sekolah sebagai wadah berpartisipasinya masyarakat dalam dunia pendidikan sangat vital. Oleh karena itu, revitalisasi komite sekolah berusaha mendudukan komite sekolah sebagai lembaga yang mandiri, demokratis, mandiri, profesional, akuntabel dan terlepas dari campur tangan pihak sekolah. Di sisi lain, dalam memajukan pendidikan, khususnya dalam penggalangan dana, komite sekolah tidak boleh melanggar asas-asas yang sudah digariskan oleh pemerintah. 
Peraturan Walikota yang lama masih banyak yang belum mengadopsi pengaturan dalam permendikbud tersebut sehingga perlu adanya perubahan. Disamping itu untuk mempermudah kinerja dari komite sekolah perlu memasukkan beberapa norma berkaitan dengan kearifan lokal yang berkaitan dengan komite sekolah ini. 

2. IDENTIFIKASI MASALAH.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Komite Sekolah yaitu: 
a. Bagaimana kedudukan, fungsi dan tugas Komite Sekolah?
b. Bagaimana tata cara pendanaan kegiatan sekolah?

c. Bagaimana tata cara pembentukan Komite Sekolah?
d. Bagaimana tata cara penyusunan AD ART Komite Sekolah?

e. Bagaimana tata cara pelaporan Komite Sekolah?

f. Bagaimana tata cara pembinaan Komite Sekolah Oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta? 
3. MAKSUD DAN TUJUAN.
Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman bagi Komite Sekolah di Kota Yogyakarta.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai berikut:

a. memberikan panduan bagi Komite Sekolah di Kota Yogyakarta

b. memberikan perlindungan bagi Komite Sekolah di Kota Yogyakarta; dan

c. memberikan rasa aman dan nyaman bagi Komite Sekolah di Kota Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN
Sasaran yang akan diwujudkan dari disusunnya Peraturan Walikota ini adalah semua pihak yang terlibat dalam Ketugasan Komite Sekolah di Kota Yogyakarta baik Sekolah, Orang Tua/Wali Murid, Alumni dan Masyarakat.
5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR
Pokok pikiran, ruang lingkup atau obyek yang diatur dalam penyusunan Peraturan Walikota ini adalah mengatur tentang:

a. Kedudukan, fungsi dan tugas
b. Anggota dan pengurus komite sekolah
c. Prosedur pembentukan
d. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
e. Pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
f. Pembinaan
6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Walikota ini adalah akan sangat bermanfaat untuk dapat memberikan panduan kepada komite sekolah dan pemahaman kepada seluruh stakeholder yang terkait agar dalam pelaksanaan kinerja dari Komite Sekolah dapat berjalan secara maksimal dan memberikan manfaat yang jelas seperti yang diharapkan dalam permendikbud Nomor 75 tahun 2016.
Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Walikota ini ke Kementerian Hukum Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
